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PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOL!
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal ¢ ayat (2) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasrah dan
Retribusi Daerah, perlu ditetapkannya jenis-jenis pajak
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Pajax
Daerah;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Repuolik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259):;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tanun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dJari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Incdonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189); .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-
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S.

10.

11.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomo: 5, Tambahan Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tertang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Reuvublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Womor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentany Pemerntahan Daerah (Lembharan Negara
Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Jndang Nomor 33 Tahur 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemeiintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomcr 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20C9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor v Tahun 2008 tentang
Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816):
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
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15.

16.

17,

18.

19.

20.

21

22.

23,

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pemerintah Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Nzgara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tertang
Standar Akuntansi Pemerintahh  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 201G tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambaha:. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman [PPengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentany
Perubakan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam. Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/FMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 28),

Peraturan Menteri Keuangan N0.147/PMK.07/2010
tentang Eadan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang Tiduok Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lemoaga Internasional
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);

Peraturan Bersama Menteri Dalam MNegeri Dan Menteri
Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53
Tahun 2010 Tahapan Persiapan Pengalihan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai
Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

-
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Menetapkan

24

2010 Nomor 510);

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dar Menter
Dalam Negeri Nomor 213/PMK 07/2010 dan Nomor 58
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan ~engalihan
Pajak Bumi dar Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagal Pajak Daerah (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 581),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI

don
WALIKOTA GUNUNGSITOL!

MEMUTUSKAN .

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAS |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

s

Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

Pemerintahan Daerah adalah peryelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah UOaerah dan DPRD
merurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pem=riatahan
Daerah.

Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah iembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerir.tahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggaraan pemerintanan daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daeruh, Kecamawan dan
Kelurahan.
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7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Gunungsitoli atau
Dinas/Badan yang diserahkan wewenang dan tanggung
jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Gunungsitoli;

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang tersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpuian, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Gunungsitoli.

12.Bangur.an adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah car/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

13.Nilai Perolehan Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut
NPOP adalah besaran nilai’/harga obyek pajak yang
dipergunakan sebagai dasar pzngenaan pajak.

14.Nilai Peiolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, yang
selanjutnya disebut NPOPTKF adalah besaran nilai yang
merupakan batas tertingyi nilai’/harga obyek pajak yang
tidak dikenakan pajak.

15.Nilai .Jual Obyek Pajak, yang seianjutnya disebut NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan obyek lain yang sejenis, atau niiai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.

16.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

17.Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/aiau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.
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18.Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pertanahan dan bangunan.

19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma  pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumliah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

21. Pajak Restoran adaiah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran,

22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan c'an/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencak.up juga
rumah makan, Kkafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

23. Warung adalah usaha yang menjual makanan dan
minuman baik yang menggunakar. bangunan tetap atau
sementara atau tempat yang dapat dipindah-pindankan.

24. Bar adalah bangunan atau sebahagian bangunan yang
digunakan untuk menjual minurnar atau tanpa makanan
dengan pembayaran.

25. Jasa boga atau katering adalah usaha yang menjual
makanan atau minuman baik yang menggunakar. tempat
yang tetap atau sementara atau tempat yang dapat
dipindaih-pindahkan.

26. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.

27. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan/atau keramaian yang dinikmzti dengan
dipungut bayaran.

28. Pajak Rekiame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame.

29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
bentuk can corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati
oleh umum.

30. Pajak Penerangan Jalan acdalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
dipercleh dari sumber lain.

31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
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permikaan bumi untuk dimanfaatkan )

32 Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah rminera! bukan
logam dan batuan sebagamana dimaksud dalam
peraturan perundarg-uncangan di bicar.,g minerzl dan
batubara

33 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan lempat
park.r duuar badan jalan, baik yang cisediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan seb3jal
suatu Lsaha, termasuk openyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

34. Parkir adalah keadaan lidak bergerak suatu kendaraan
yang tdak bersifat sementara

35. Pajak Air Tanah adaiah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanan.

36. Air Tanah adalah air yang terdapa’ dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah

37 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung
Walet.

38 Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga
colloce yaitu collocelia tuchhiap haga, colloceia maxina,
collocelia esculanta dan collocelia linchi

39. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki.
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan kecuall kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

40. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Pajak aias perolehan nak atas tanah dan/atau bangunan.

41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-uncargan
perpajakan daerah.

42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waklu lain yang diatur dengan Peraturan
Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecual bila wajib pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sarma dengan tahun kalender.

44. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak
atau daiam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-uncangan perpajakan daerah.

45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan Jata obyek dan subyek pajak, penentuan

-
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46.

47.

48.

49.

50.

91.

52.

53.

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada wajib Dpajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjulnya
disingkat SPOP, adalah adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerabh.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutrya
disingkat SPTPD adalan surat yang cleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan -enghitungan dan/atau
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengun
etentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjuinya disingkat SKPDKB adaiah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajal,
jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang seclanutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan. .
Surat Ketetapan Pajak Daerah Ninil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukar jumlah pokck pajak sama besarnya aengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebinan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

STPD acalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi adrninistratif berupa bunga dan/atau
denda.
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55.

56.

58.

99.

60.

61.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan
pajak yang meliputi penagihan sexetika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan
penyanderaan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nilil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan Waijib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi  keuangan yang meliputi harta, kewajihan,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dergan menyusun iaporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersetut.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yarg
dilaksanakan  secara  obyektf dan prcfesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguii
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta rengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakar daerah serta menemukan tersangkanya.
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BAB Il
JENIS PAJAK

Pasal 2
Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
pajak hotel.
pajak restoran.
pajak hiburan.
pajak reklame.
pajak penerangan jalan.
pajak mineral bukan logam dan batuan.
pajak parkir.
pajak air tanah.
pajak sarang burung walet.
pajak bumi dan banguran perdesaan dan perkotaan.
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

e ]

xT— o STa CToao oo

BABS Il
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Waijib Pajak

Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap
pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan
oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang
sebagai kelengkapan hotel ya.g sifathya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga
dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, restoran,
bar/karaoke, kolam renang, spa, massage can fasilitas
lainnva.

(3) Tidak termasuk cbjek Pajak Hote! sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah: ‘

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
FFemerintah atau Pemerintah Daerah.
b. jasa sewa apartemen, kondominium Jan sejenisnya.
. |nsa tempat tinggal di pusat pencidikan atau kegiatan
keagamaan.

d. jesa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,

oanti jompo, panti asuhan, dar. panti sosial lainnya

(2]

-
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yang sejenis. dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan
oleh umum.

Pasal 5
(1) Subjek Pzjak Hetel adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukin pembayaran kepada orang pribadi atau Badan
yang mecngusahakan hotel.
(2) Wajib Pajak Hctel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran
dan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh konsumen
kepada hotel kecuali pembayaran yang dilakukan terhadap
yang dikecualikan dari objek pajak

Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen;.

Pasal 8
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6.

BAB IV
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pacal 9
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap
pelayanan yarg disediakan oleh Restoran.

Pasal 10
(1) Objek Pajak Restcran adalah set.ap pelayanan yang
disediakan dengan pembayaran dan atau yang
seharusnya dibayarkan di Restoran.
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana
dimaksud paca ayat (1) meliputi pelayanan penjualan

-
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makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi Ji tempat pelayanan maupun di
tempat lain.

(3) Tidak termasuk objek ©ajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang
disediakan oleh Restoran yang nilal penjualannya tidak
melebihi Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu
rupiah)/bulan.

Pasal 11
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan
yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan
yang menqusahakan Restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12
Dasar Pengenaan Paiak Restoran adalah jumlah

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
Restoran.

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran diietapkan sebesar 10% . sepuluh
persen).

Pasal 14
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

BARV
PAJAK HIBURAN
Bagian xesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Paiak

Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap jasa
penyelengaraan hiburan.

Pasal 16

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan
Hiburan cengan dipungut bayaran.
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(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maliputi .

a. tontonan film.

b. pageiaran kesenian, musik, tari.

c. pertunjukan kesenian rakyavtradisional.

d binaraga, dan sejenisnya.

e. pameran.

f sirkus, akrobat, dan sulap.

g. permainan bilyar, golf, dan boling.

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor.

i. pusat kebugaran (fitness center).

j. pertandingan olahraga.

k. pagelaran busana, kontes } xcantkan.

. diskotik, klab malam dan sejenisnya.
m. karaoke.

n. panti piiat, refleksi, mandi uap/spa.
0. permainan ketangkasan.

(3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada
aya! (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tragisional
dalam rangka uszha pelestarian kesenian dan budaya
serta pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan
(religius).

Pasal 17
(1) Subjek Pajak Hiburan adaiah oranq pribadi atau badan
yang menikmati hiburan.
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 18
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang
yang oiterima atau yang seharusnya diterima cleh
penyelenggara Hiburan.
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potcngan harga dan
tiket cunia-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19

Tarif Paiak Hinuran ditetapkan sebagai berikut :

a. tontonan film sebesar 20 % (dua puluh persen);

b. pagelaran kesenian, musik, tari sebesar 10 % (sepuluh
persen;,

c. pertunjukan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10 %
(sepulth persen);

G. binaraga, dan sejenisnya sebesar 20 % (dua puluh
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persen),

pameran sebesar 20 % (dua pulur persen),

sirkus, akrobat, dan sulap sebe ar 20 % (dua puluh
persen),

permainan bilyar, golf, dan bowling sebesar 20 % (dua
puluh persen);

pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30 % (liga
puluh persen);

pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20 % (dua puluh
perser);

penandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh persen)
pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 10 %
(sepuluh persen);

diskotil;, klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga

puluh persen);

. karaoke sebesar 30 % (tiga puiuh persen),

panti pyat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga

puluh persen);
permainan ketangkasan sebesar 3C % (tiga puluh persen);

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sesbagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.

SAB VI
PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap
penyelengaraan reklame.

(1)
(2)

Pasal 22
Objek Pajak Reklame adalah sernua penyelenggaraan
reklame.
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
reklame papan/billboard/videotron/megatron;
b. reklame kain;
c. reklame irelekat (stiker);
d. rexlame selebaran,
e
f.

W

reklame berjalan, iermasuk paca kendaraan:
reklame udara,
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g. rekiame suara;
h. reklame film/slice; dan
I. reklame peragaan.

Pacal 23

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah.

a.

(1

penyelenggaraan rekiame melalu: internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan
sejenisnya;

label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengalur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut:

reklame yang diselengg~rakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

- penyelenggaraan reklame lainnya antara lain m3majukan

budaya tradisional, pariwista, kegiatan sosial, partai politik,
keagamaan dan nari besar nasional.

Pasai 24
) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunrakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau pbadan

yang menyelenygarakan Reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara

(4

langsung oleh orang pribadi atau Badan. Wajib Pzjak
Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, pirak
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua
Dasar Perngenaan, Tarif dan Cara Penghitunyan Pajak

Pasal 25

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalal. Niiai Sewa

R zklame.

(2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dirmaksud

(3)

pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemausangan, lama
Femasangan, nilai strategis lokasi dan jeriis reklama.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau
badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan
s2ndiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan
besarnya biaya pernasangan, pemeliharaan, lama
pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Daiem hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,

prd
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e sebagaimana dgirnaksud pada
an nilai kontrak reklame.

Reklame (NSR)
adalah s=bagai

maka Nil2i Sewa Reklam
ayat (1) ditetapkan berdasark
(5) Cara perhitungan Nilair Sewa
selragaimana dimaksud pada ayat (2)

terikut :
NSR = NJOPR + NSL

NJOPR = Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang
dihitung berdasarkan
Biaya Pemasangan

L]
¢ Biaya Pemeliharaan
« Jangka waktu pemasangan
« Jenis yang dipasang
« Luas,Ukuran atau Jumlah
NSL = Nilai Strategis Lokasi, ditetapkan dengan
prosentase bercasarkan faktor-faktor :
o Lokasi
. Frekwensi lau lintas orang atau
kendaraan
o Kelas Jalan

(€) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel
dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 26
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima

persen).

Pasal 27
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan terif sebagairmana dimaksud dalam
Pasal 26 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

_ Pasal 28
Dengan rnama Paiak Penerangan Jalan dipungut pajak atas
setiap penggunaan tenaga ustrik.

_ _ Pasal 29
(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan
tenaga listrik baik yang dihasilkar sendiri
diperoleh dari sumber lain. ERpHn YAns
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(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit iistrik

Pasal 30

Dikecualikan dari obyek Pajak Fenerangan Jalan
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah :
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilar: asing
dengan asas timbal balik: dan
penggunaan tenaga listrik yarig aihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memeriukan izin dari
instanei t2knis terkait.

0

Pasal 31

(1) Subiek Pajak Penerangan Jalan ada'ah orang pribadi atau
badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangar Jalan adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga
listrik.

Fasal 32
Untuk pengaturan Pajak Penerangan Jalan di Daerah,
Pemerintah Daerah melakukan kerjasama melalui Nota
Kesepakatan (MoU) dengan pihak PT. PLN (Persero)
Wilayah Sumatera Utara Cabang Nias.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 33
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai

Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sevagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain
dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah
jumlah tagihan biaya betan/tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik; dan

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual
Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku.

-
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Pasa 34
(1) Tar! Pajak Penerangan .a'an ctletapkan sebesar
(sepuluh persen)
(2) Penggunaan tenagd 'strk dan surnber lain oleh industr
pertambangan minyak bumi dan gas aam, tanf Paak

Penerangan Jaan citetapkan sebesar 3 (.ga persen
(3) Penggunaan tenaga listrnix yang dihas/ikan sendin tanf
Pajak Penerangan Jalar ditetapkan sebesar 18 satu

koma ima perse.)

Pasal 35
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang ‘erutarg
dihitung dengan cara mengalikan tant sebagamara
aimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajax
sebagamana oimansud ddlam Pasal 33

BAB VIl
PAJAIX MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjen Pajak

Pasal 36
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dipungut pajar alas sclLap kegiatar pengambidan bahan
mineral bukan logam dan batuan

Pasal 37
(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ada'ah
Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Locam dan

Batuan
(2) Objek Pajak sebagaimenz dimaksud pada ayat (2)

anlara lain

a  ¢sbes,

b, tatutulis,

c batu setengah permata,

d. bhatu kapur,

e  ba.uapung;

f baiu permata,

g  bentonit;

h.  colomit,

I feldspar;

J garam batu (halite),

k. grafit;

| granivandesit,

m. gips,
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(3)

N<Xg<Cc~0-"0DoOD3

i

Kk,

kalsit;

koalin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

opsidien;

oker;

pasir dan kerikil;

pasir kuarsa;

perlit,

phospat;

talk;

tanah serap (fullers earth),
tanah diatome;

tanah liat;

tawas (alum);

tras;

yarosif;

zeolit;

basal;

trakkit; den

Mineral Bukan Logam dan Batuan lair-nya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek pajak mireral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a.

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara
«omersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
<eperluan rumah tangga, pemancangan tiang
listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,
nenanaman pipa air/gas;

kegiatan pengambilan mineral bahan logam dan
batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan
secara kemersial;

kegiatan pengambiian mineral bukan logam dan
bantuan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 38

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dJan Batuan adalan
orang pribadi atau badan yang dapal mengambil
mineral bukar. logam dan batuan.

Waijib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
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Bagian kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Baiuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

(2) Milai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan
dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing
jenis Minerai Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat
di wilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal ini pasar dari hasil produksi Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sulit diperoleh, digunakan harga standard yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang
pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 40
Besarnya Tarif Pajzk Mineral Bukan Logam dan Batuan
ditetapkan sebesar 25% (dua pulun lima persen), kecuali
pasir dan kerikil, batu-batuan dan tanah liat tarifnya
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 41
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dihitung dengan cara menga'kan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana di maksud dalam Pasal 39.

BAB IX
PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajal:

Pasal 42
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas
penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 43
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokox usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu useha, termasuk penyediaan tempal penitipan
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kendaraan bermotor.
(2) Tidal: termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalan : |
a. penyelenggaraan tempat parkir oieh Pemerintah dan
Femerintah Daerah;
b. punyelenggaraan terapat parkir oieh perkantoran yang
hariya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. penyelenggaraan tempa. parkir oleh konsulat dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenzi fata cara pengaturan
objek parkir, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasai 44
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan
yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2) Waijib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 45
(1) Dasar pengenaan Fajak Parkir adalah jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyelenggara ternpat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pctongan harga parkir dan parkir
cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 46
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
persen).

Pasal 47
Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45.

BAB X
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

_ Pasal 48
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap
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pengamoilan dan/alau pemanfaatan Air 1anah.

Pasal 49
Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau peminfaatan
Air Tanah.
Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah 2adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah un;uk
keperluan dasar rumah t2ngga, pengairan pertanian
dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 50
Subjek Pajak aclalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Wajib Paja' adalah orang pribadi atau badan yarg
melakukan pengambilan dan‘atau pemanfaatan Air
Tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 51 -
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air
Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimanda dimaksud pada
aya‘(1) dinyatakan dalam rupiah yang dit.itung dergan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
beriliut :
jenis sumber air,
okasi sumber air;
‘ujuan pengambilan dan/atav pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:
Kualitas air;
tingkatkerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
g. musim pengambilan air; dan
h. luas areal tempat pengambilan air.
Harga Dasar Air secara periodik oleh Walikota
memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah
sebagaimana diraksud pada ayat (1) adalah dengan
mengealikan volume air yang diambil dengan Harga
Dasar Air.
Untuk mengetahui volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatken secara objekiif sebagaimana dimaksud

0 Qo0 oW
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pada ayat (2) huruf d, maka diwajbkan untuk
menyediakan meteran air yarg pemasangan dan
pembiayaannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
Walikota melakukan Penerangan dan/atau penyegelan
atas meteran air sebagairnana dimaksud pada ayat (3).
Eesarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 52
Tarif pajak Air Tanah ditelapk n sebesar 10% (sepuluh
persen).

Pasal 53
Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif seoagaimana dimaksud cCalam
Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51.

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 54
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak
atas pengambilan dan/atav pengusahaan sarang burung
walet.

~asal 55
(1) Objek Sarang Burung Walet adalah pengambilar dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah
a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah
dikenakan Peneriinaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
b. kegiatan pengamoilan dan/atau pengusahaan Sarang
Burung \Walet lainnya ditetapkan derigan Peraturan
Daerah.

Pasal 56
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pengambilan dan atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Wejib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau
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mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua _
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 57
(1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah
Nilai Jual Sarang Burung Walet. | y
(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara hgrga
pasaran umum Sarang Burung Walet yang beriaku
dengan volume hasil Sarang Burung Walat.

Pasal 58 .
Tarif Pajak Sarang Burung Wal.t ditetapkan sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari harga jual produksi.

Pasal 59
Besaran pokok pajak Sarang Eurung Walet yang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagimana dimaksud _dalam
Pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57.

BAB XII
PAJAK BUMi DAN BANGUNAN F=ZRDESAAN DAN
PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 60
Dengan nama Pajak Bum' dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dipungut pajak bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh oraag pribadi
dan/atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 61
(1) Obtjek Pajak Bumi dan Bangunar, Perdesaan dan
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk %egiatan usaha perhebunan, perhutanan dan
petambangan.

(2) Termesik dalam pengertian Bangunan adalah
a. Jalen lingkungan yang lerletak dalam satu kompleks
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(3)

(n

bann: Lo LI, e i s U adBC e J
yaing 1erupakan suatu kesatuan der.gan komoleks
bangunan tersebut;

jalan tol;

kolam 1enang,

nagar mewah;

fempat olahraga;

gdlangan kapai, dermaga;

taman mewabh;

iempat penampungan/kilang minyak, air dan 3as,

pipa minyak; dan

I.  menara. |

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek

pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pameriniahan, .

b. digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
yang tidak di maksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

c. digunakan untulk kuburan, peninggalan purbakala
atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang
dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan atas perlakuan timbal balik;dan

f. aigunakcn oieh badan atau perwakilan lembaga
internasional vang aitetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuargan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

Se@ ~eaocC

Pasal 62

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan 2dalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mernpunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki,
menguasai dan/atau  memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoieh menfaat atas Bumi dan/atau memiliki,
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menguasal can/a‘au memperolen manfaat  atas
Bangunan

Bagian Kedua _
Dasar Pengenaar, Tarif dan Cara Fenghitungin Pajak

Pasal 63

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali uniu'c objek pajak
tertentu capat ditetapkan setiap tahun scsuai dengan
perkembangan wilayah.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 64 v~
Tarif Pajak Buini dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebesar 0,3% (nol kema tiga persen)

rPasal 65
Besaran Pckok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengailkan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar
pangenaan pajak sebagaimana dimaksud dalan Pasal 63
ayat () setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak setagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4;.

Pasal 66

(1) Pendataar. diiakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
der.gan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
diserahkan kepada Walikota s2lambat-lambatnya 30 (tiga
puiuh) hari kerja setelah diterirnanya SPOP oleh Subjek
Pajak.

Pasal 67
(1) Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan SPPT.
(2) Walikota capat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal
sebagai berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur
secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran;

b. berdasarkan hasil perneriksaan atau <eteiangan lain
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dar
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
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disampaikan oleh wajib pajak.

BADB Xl
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 68
D_engan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 3angunan
dipungut pajak atas perolehan nak atas tanah dan’atau
bangunan.

Pasal 59
(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan
Banqunan adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau
bangunan.
(2) Perolehan hak aras 1anah dan/ atau [Bangunan
sebagaimana aimaksud pada ayat (1) meliputi :
2. Pemindahan hak karena:
jual beli;
tukar menukar,
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peraiihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum te:ap;
10. penygabungan usaha;
11. peleburan usaha,
12. pemekaran usaha, atau
13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
hak milik;
hak guna usaha,
hak guna bangunan,
hak pakat;
hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan

AR

© ™~
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(4)

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan rak
atas Tanah dan Bangunan adalah cbjek pajak yang
diperoleh:

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;

b. negara/deerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum,

¢. bhadan atau perwakilan lembaga internasional yang
Citetapkan aengan Peraturan Menteri Keuangan
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain diiuar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan crganisasi tersebut,

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama,

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf, dan

orang pi.badi atau Badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah.

.

Pasal 70
Subjek Pajak Bea Perolenan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah orang pribaci atau Badan yang
mempeioleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dar/atau
Bangunar adalah orang pribadi atau Bacan yang
memperoleh Hak atas Tanan dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan,Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

(1)

(2)

Pasal 71
Dasar pengenaan Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan
Bangunar adaiah Nilai Perolehan Objek Pajak.
Nilai Perovlehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
paca ayat (1), dalam ha:
jual beli adaiah harga transaksi;
*ukar rnenukar adalah nilai pasar;
nibah adalah nilai pasar,;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan aiau badan nukum
lainnya ada'ah nilai pasar,;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
cdalah nilai pasar,
h. geralihan hak karena pelaksanaan putusan haxim
yang mempunyal kekuitan hukum tetap acalah nilai

~0 Q0o
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pasar;

i.  pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan
dari peiepasan hak adalah nilai pasar,
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan
hak adalah nilai pasar,
penggabungan usaha adalah ni'ai pasar,
peleburan usaha adalah nilai pasar,

. pemekaran usaha adalah nilai pasar,
hadiah adalah nilai paszr, dan/atau
penurjukan pembeli dalam lelang adalah narga
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a sampai dengan huruf o
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan
yang dipakai adalah NJOP Paiak Burni dan Bangunan.

(4) Penetapan NJOP sebagaimara dimaksuc dalam ayat
(3) diatur lebih lanjut Peraturan Walikota.

(5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidax Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(6) Dalem hal perolehan hak karena waris atau hibah
wasiat yang diterima orarg pribadi yang masin dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis - keturunan
lurus satu derajat keatas atuu saiu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Fajal: ditetapkan
sebe sar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta .upiah).

—

Bt Lo J

Pasal 72
Tarif Bec Perolehan Hak alas Tansh dan Bangunan
ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 73
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) setelah dikurangi Nilai Peroiehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5).

Bagian Ketiga
Saat Pajak Terutang

Fasal 74
(1) Pajak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
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(2)

(1)

Bangunan aitetapkan untuk:

a.

b.

C.

n.

0.

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinva akta,

tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

hibak  adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta,

hibah wasiat adalah sejak tanggal rjibuat Gan
ditandatanganinya akta;

waris adalah sejak tanggal yang bersanykutan
mendaftarkan peralihan hakryz ke kantor bidang
pertanahan;

pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum
lainnya adalah sejak tanggal  dibuat dan
ditandatanganinya akta;

pamisahan hak yang mengakipatkar, peralihan
adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
aka;

putusan hakim adalah sejak tanggal putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap,

pemberian hak baiu atas Tanah sebagai kelanjutan
dari pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
pemberian hak oaru diluar pelepasan hak adalah
sejak tanggal diterbitkannya  sura keputusan
pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta,

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinva akta;

pemekaran usaha adalah sejzk tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

hadiah adalah sejak tanggal dbuat dan
ditandatanganinya akta;dan

lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang

lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya
perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Ketertuan Bagi Pejabat

Pasal 75

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris hanya dapat
menandatangani akta pzminaahan Hak aias Tanah dan
/ atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
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(2)

(2)

pembayaran pajak berupa SSPD.

Kepala Kantor yang menibidargi pelayanan lelang
Negara hanya dJapat menandatangani risalah lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
berupa SSPD.

Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat
melakukan pendaftaran Hak atas tanah  atau
Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa
SSPD.

Pasal 76
Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan Kepala
Kantor yang membidangi pelayaran lelang negara
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan kepada
Walikota paling lambat nada tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara oelaporan

bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan Kepala
Kantor yanc membidangi pe'ayanan lelang Negara,
yang melanggar Ketenwan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat {1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,-
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
pelangga!’an.

Pejabat Pembuat Akta Tarah / Notaris dar Kepala
Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara,
yang melanggar ketentuan sebagaimana . dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
oerupa denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) untuk setiap lapo.an dan denda
dimaksud disetor ke Kas Daerah.

Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang meianggar
keentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(3) dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan
peratLran perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner



BAB XIV
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatwu
Wilayah Pernungutan

; Pasai 73
Pajak Hote!, Pajak Restoran, Pajak “iburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam can
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Rumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat
Pembecritahuan
Pajak Daeirah

Pasal 79

Masa Pajak Hotei, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Burni dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

Fasal 00

Pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan
Pajak BPHTB, maka Pajak yang terutang dalam masa
pajak terjadi pada saat pelayaran di hotel, pelayanan di
restoran, penyelenggaraan hiburan, penggunaan tenaga
listrik, pengambiian Mineral Bukan Legam dan Batuan,
pelayanan penyelenggaraan tempat parkir, pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang buiung walet dan
perolehan hak atas tanah dan atau bangurian.

Pada Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak PBB
Perdesaan dan Perkctaan, maka Pajak yang terutang
dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan
reklame, pengambiian air tanah, dan pemanfaatan atas
Bangunan.

Pasal 81
(1) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Pedescan dan
Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
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(2) Saat penentuan Pajak Bumi dan Eangunan Pedesaan
dan Perkotaan terutang adalah menurut keadaan objek

pajak pada tanggal 1 Januari.

| Pasal 82

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana diraksud pada ayat (1)
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangan
oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

(3) SPTPD  sebagaimara dimaksud pada ayat (2)
disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas)
hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara
pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

. harug diisi

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 83
Dalam pemeriksaan pembukuan perpajakan dan keglatan
auditing, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/Auditor.

Pasal 84
(1) Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan.
(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala Daerah adalan:
a. pajak air tanah;

b. pajak reklame.
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

6
(3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

adalah:

a. pajak hotel;

b. pajak restoran,

c. pajak hiburan:

d. pajak penerangan jalan;

e. pajak mineral bukan logam dan batuan;

f  pajak parkir

g. pajak sarang burung walet.

h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 85
(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya
dengen penetapan Walikota sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 82 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain  yang dipersamakan  sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1), berupa karcis dan nota
perhitungan.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
atau kurang bayar selelah lewat waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunya sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dan ditagih dengan meneroitkan STPD.

(4) Wajib Pajak Sumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan wajib membayar pajak terutang berdasarkan
SPPT.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

(1) Wajio pajak yang membayar sendir, SPTPD
sebagaimana dimaksuc¢ dalam Pasal 82 digunakan untuk
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang.

(2) Selamopat-lamhatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sesudah saat terutangnya pajek, Wailkota dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

1. jka berdasarkan hasil pemeriksaan  atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar.

Z. jka SPTPD tidak disampaikan kepada VWValikota
dalamn jangka waktu 15 (lima belas) hari dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada wakii'nya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran.

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitur.g secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemuksn data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumiah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasai 87
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai taia cara penerbitan
SPTFD, SKPDXB, SKPDKBT diatur dengan Peraturan
Waliketa.
(2) Ketentuan lebih larjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB dar SKPDKBT diatur
dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 88

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika -

a. D‘njz:_‘ik dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. Jari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

P2mbayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah

hitung.

Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagziinana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dit.mbah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama
15 (lima belas) bulan seiak terutangnya pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara

penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

C.

Pasal 89

(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

(2) Peraturan Waiikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengurusan data, pemindahan hak, pembayaran,
penelitian SSPD, pendaftaran akta, pelaporan, penaginan
dan pengurangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Fasal 90
Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran Pajak yang terutang raling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah sa: t terutangnya pajak.
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus
dibayar bertambain merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (saiu)
bulan s2jak tanggal diterbitkan.
Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan  yang ditentukan  dapat niemberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengena' tata cara pemoayaran,
peny=toran, tempat pembayaian, angsuran dan

penundaan pzambayaran pajak diatur dengan Peraturun
Walikota.
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Fasal 91

(1) Pajar yang terutang herdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Kel.eratari dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak paca waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagtan Kelima
IKeberatan dan Banding

Pasal 92

\1) Wajib Pajak dapat mengajukan keheratan hanya kepada
Walikota atau pejahat yang ditunjuk atas suatu

SKPDKB.

SKPDKBT.

SKFDLB.

SKPDN; dan

Pemotocngan atau pemungutan oleh oihak ketiga

berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah yang berlaku

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jargka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan
atau pemungutan setagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan yang hahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

(5) Keberatar yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
tidak dianggap sebagai surat ke_eratan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberalan yang diberikan oleh
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

P00

Pasal 93
(1) Walkote dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belag)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

-
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(2) Keputusan Vvalikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menamban besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lama dan Walikota tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersetut dianggap
dikabulkan.

Pasal 94 |

(1) Wajib Fajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keheratannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permchonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jargka waktu 3 (tiga) bulan cejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut. _

(3) Pengajuan  permohonan  banding ~ menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 95

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sehesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lamz
24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagairana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan  pelunasan sampai  dengan
cditerbitkannya SKPDLB.

(2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puiuh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi aaministratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana aimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 100% (seratus perser) dari jumlah pajak
berdasarkan  Putusan  Banding  dikuranji  dengan

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengyajuikan keberatan.
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p Eagian Keenam
embetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi A dministratif

Pasal 96

(1) Atas Permohonan Wajt Pajak atau karena jabatannya,
Waliko'a dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKFDN atau SKPDLB yang dalam penerbiannya
teidapat  kesalahan tulis dan/etau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

(2) Walikota dapat
a. inengurangkan alau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT  SKPD.
SKFDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar.

c mengurangkan atau membatalkan STPD.

d membatalkan hasil pemeariksaan atau ketetapan pajak
vang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesual dengan
tata cara yang ditentukan.

e mengurangkan ketetapan pajal terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebin lanjut mengenai tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan keteletapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 97

(1) Hak  untux melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak picana dibiocang perpajakan
daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran darn/atau Surat Paksa: alau
b. pengakuan utang pajak dar Wajib Pajak baik langsung
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maupun tidak langst'ng.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dar. Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa  penagihan  dihitung  sejek  tanggal
penyampaian Surat Faksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dirmaksud pada avat (2) huruf b adaiah wajib pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf o dapat diketahul dar
pengajuan permohonan angsuran atau  penundaan

pembayararn dan permononan keberatan oleh wajib pajak.

Pacal 98

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perighapusan
piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

(1) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) hurvf a
angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua perser.) sebulan dihitung dar pajak yang
kurany atau terlambat dibayar untuk jangka wuktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) huiuf b
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebit.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaar.

(4) Jumiah najak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada pasal 806 ayat (2) huruf a angka 3
dike.nakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
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25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak citambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau
terlambat cibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XVIi
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 100

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan atas jenis-

jenis pajak daerah dapat diberi incentif 3tas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana aimaksud pada ayat

(1) citetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

(1

(2)

3)

(4)

dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan
bermedoman kepada Peraturan Pemenntah.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 101

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak

lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Waijib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota

untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

b. Peiabat dan/atau tenaga ahli yarg ditetapkan oleh
Walikota untuk memberikan keterangan kepada
pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang
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memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) agar mernberikan keterangan,
memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Uatuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Peraturan Walikota dapat memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan nama tersangka atau nama
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau derdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminia.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 102

(1) Pejabat Pegawai Nzgeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukun: Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintahan Daerah yarg diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menehti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jzlas.

b. menerima, mencari cgan mengumpulkan keterangan
mengenai orany pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah.
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d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidanra di bidang perpajakan daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenzga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindzk pidana di bidang
perpajakan daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlang;ung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yarig dibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang nerpajaxan agaerah
secuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

(1) Wajic  Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampailkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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Pasal 104
Tindak pidana di bidang perpajaka. Daerah tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajuk atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersanglkutan.

Pasal 105

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang
kaiena koalpaannya tidak memenuhi  kewaiiban
merahasiakan hal sehagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 4 000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 106
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal
105 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang
aitetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat
Il Nias Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan
Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Nias
Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah
Kabupaten Tingkat || Nias Nomor 05 Tahun 1998 tentang
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Nias Nomor 06
Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah
Kabupaten Tingkat Il Nias Nomor 07 Tahun 1998 tentang
Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat
Nias Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan,
masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat
ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam

Dipindai dengan CamScanner



peraturan daerah ini.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan mulai beriaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 109 o
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis peraturan daerah ini
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulzi berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal € Oktober 2011

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
dto
MARTINUS LASE
iyndangkan di Gunungsitoli
2Azaggal 1) Oktober 2011
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2011 NOMOR 2
SERI B
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

JMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyal hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dar, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang
sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajqkan
sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daeran perlu menyesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pajak Daeran dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang
mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang
tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi
pedoman dalam upaya penangznan dan pengelolaan pajak daerah guna
meningkatkan penerimaan daerah. Pajak caerah mempunyai peranan
penting untuk mendorong pembangunan dacrah, meningkatkan
pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkar ada peningkatan
kesadaran masyarakat dalam memenuh: kewajiban perpajakan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah
untuk mernbiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah
dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan
adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.
Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikar: kepastian bagi
masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannva diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam .nemenuhi kewajiban
perpajakannya.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal <
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 1€
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 |
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Contoh Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat

pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengaiur nama pengenal usaha
atau profesi adalah papan merek usaha/profesi.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasai 3(

Hurw, a
Cukup jelas.

Huruf b
Penggunaan tenaga listrik dengan asas timbal balik artinya
penggunaan tenaga listrik tidak dioungut pajak penerangan ,alan
namun ada sekedar sesuatu berupa pemberian sumbangan yang
diberikan kepada pihak pemerintah oleh kedutaan, konsulat,

perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Perjanjian kerjasama dalam bentuk nota kesepakatan (MoU)
adalah kesepakatan antara Walikota dengan pihak PLN yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ‘
Nilai jual tenaga !istrik merupakan perhitungan antara jumlah
pemakaian dalam satuan KWH dikalikan harga listrik per KWH.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
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Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasai 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma diberikan oleh
pengelola parkir maka dalam perhitungan Pajak Parkir, jumlah
potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma tersebut juga
diperhitungkan dalam Pajak Parkir.

Yang dimaksud dengan parkir cuma-cuma adalah parkir yang
diberikan secara khusus kepada seseorang untuk tidak membayar
parkir namun pajak parkir tetap dipungut dan dibayar oleh yang

mengelola usaha perparkiran.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
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Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kawasan' adalzh semua tanah dan

bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna
usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan
tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "idak dimaksuakan  untuk

memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu
diusahakan untuk melayani kepentingan —umum, dan
nyatanyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini
dapat diketahui antara lain dari anggeran dasar dan anggaran
rurnah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional tersebut. Termasuk pengertiar ini adalah hutan
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wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat d'lakukan de'ngan:' o o

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adal .
suatu pendekatan/metode penentuan niiat Jua_l suatu objek paja
dengan cara membandingkannya dengan c_bjek pajak lain yanrg1
sejenis yang letainya berdekatan dan fungsinya sama dan tela

iketahui harga jualnya.

b. g:l; perolega:i bgru. adalah suatu pendekatanfmgtode
penentuan nilai juai suatu objek pajak dengan cara menghitung
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mer_nperole.h objek
tersebut pada saat penilaian di!ak.u_kan. yang dlkurfzngl dengan
penyusu:an berdasarkan kondisi pisik objek tersehu’.

c. nilai jual penggariti adalah '_suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang bei“asarkan pada
hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2) o

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiya) tahun sekali.

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pambangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan

NJOP dapat ditetapkan setahun sekali

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi
terlebin dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Contoh:
Wejib pajak A mempunyai objek pajak oerupa:
- Tanah seluas 80C m? dengan harga jual Rp. 300.000,00/m?;
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Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m?;
Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m?;

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1.5 m dengan nilai
jual Rp. 175.000,00/m=. y

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut.

1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
a. Rumah dan garasi
400 x Rp. 350.000,00 = Rp. 140.000.000,00
b. Taman
200 x Rp. 50.000,00 =Rp. 10.000.000,00
c. Pagar
(120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 = Rp. 31.500.000,00 +
Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 -
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak =Rp 411 .500.000.00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,07 = Rp. 823.000,00
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus
mengenai pemberian hak atas tanan dan atas bangunan
kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang
beriaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam persercan datau
badan hukum lain adalah pengaiihan hak atas tanah dan atau
bangunan dari orang pribadi atau badan kepada FPerseroan
Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan
modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya
tersebut.

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
pemidahan sebagian hak bersama atas tanah dan atas
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bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama
pemegang hak bersama. .
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan
pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang
tercantum dalam risalah lelang. _
Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang mempunyal
kekuatan hukum tetap, terjadi peralihan hak dari orang pnt_:.ad:
atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak
yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.
Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan
hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukari oleh orang
pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Akia
yang dibuat dapat berupa akta hibah.

Huruf b

Angka 1
Yang dimaksud dengan Pemberian hak baru adalah karena
kelanjutan hak adalah pemberian hak baru kepada orang
pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang
berasal dari pelepasan hak.
Angka 2

Yang dimaksud dengan Pemberian hak baru diluar pelepasan
hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari Negara menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)
Huruf a
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum
_ tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Huruf b
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara daiam jangka waktu
sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan
yang berlaku.
Huruf c
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Hurufd
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara atau tanah milik orang lain, vang memberi wewenang
dan kewajibban vyang ditentukan dalam keputusan
%- pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
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:Z?:tll?r:?uatu Sdelaanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
perundang-und | '

Huruf e g-undangan yang beriaku.

Hak milik atas satuan rumah susun ada'ah hak milik atas
satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik
atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian
bersama, benda bersama dan tanahn bersama yang
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan satuan yang bersangkutan.
Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya antara lain, berupa perencanaan
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian

dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja
sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan yang digunakan
untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah
tanah dan atau bangunan Yyang digunakan  untuk
penyelenggaran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan
atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah,
rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Aengan konversi adalah perubahan hak dari
hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. Contoh
bekas tanah hak milik adat menjadi hak baru.
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya
memperpanjang hak aias tanah tanpa adanya perubahan
nama. Contoh, Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB).
Huruf e
Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang
pribadi atau badan yang mernisahkan sebagian dari harta
kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya
tanpa imbalan apapun.
Huruf f
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Fasal 70

Cukup jeias

Cukup jelas.

Rasal 71

Ayat (1)

Ayat

Ayat

Ayat

Cukup jelas.

\2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan narga tran
terjadi dan telah disepakati

bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah
transaksi jual beli secara wajar yang terjadi

tanah dan atau bangunan.
Dalam hal tukar menukai kedua belah pihak dike

saksi adalah harga yang
oelh pihak-pihak yang

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf 0

Cukup jelas.

(3)
Cukup jeias.

(4)
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Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasai 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Contoh:
Wajib Pajak “C" membeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,00 {-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 Rp. 250.000,00

nwon oy

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasa! 75
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . " ‘ |
Yang dirnaksud dengan ‘risalah lelang” adalah kutipan risalah

lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara.
Ayat (3)
’ Cukup jelas.

Pasal 76 i
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup j2las.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
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Pasal 82
Cukup jelas.

Pasai 83
-Cukup jeias.- - .

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
CLKup jelas.

Pasal 86

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak

yang dibayar sendisi. Penerbitan surat ketetapari pajak ditujukan kepada
Waijib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ke*idakbenaran dalam
pengisian SPTPD atau karena ditemukannya da:a fiskal t'dak dilaporkan

oleh Wajib Pajak.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) '
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk
dapat menerbithan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya
terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya

terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan
hasil pemeriksaan tigak memenuhi kewajiban formal dan/atau

kewajiban material.

Contoh:
1 Seorang Waijib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun
pajak 2009. Setelah ditegur daiam jangka waktu tertentu juga
SPTPD, maka dalam jangka waktu paling

., belum menyampaikan o
lama 5 (lima) tahun Kepala Dacrah dapat menerbitkan SKPDKB

atas pajak yang terutang. | .
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak

2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata
dari hasil pemeriksaan SPTPL yang disampaikan tidak benar.
Atas pajak yang ferutang yang kurang bayar tersebut, Kepala
Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi
administratif. _ '

3. Wajib Pajak sebagairnana dimaksud dalam contoh vang telah
diterbitkarnn SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama
(lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap  yang
menyebabkan penambahan jumliah pajak yang terutang, Kepala
Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT. :

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah
ternyata jumlah pajak yang terutang saina besarnya dengan

[
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jumlah kredil pajak utau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Pasal 87
' CuKup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
-Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal J6
Ayt (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf C
Cukup |28
Huruf b
Cukup jelas

Huruf e . .
Yang dimaxsud dengan "kondisi tetentu objek pajak’. antara
lain, lahan pertanian yang sangal terbatas, bangunan

ditempati sandirl yang dikuasai atau d'miliki oleh golongan
Wajib Pajak tertentu.

Ayat(3)
Cukup jelas.
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Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Batasan informasi rahasia yang menjadi dasar adalah mengenai
segala informasi yang dapat menimbulkan masalah jika informasi
tersebut dikonsumsi oleh pihzk lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat
tenaga ahli yany ditunjuk oleh Xepzla Daerah dimaksudkan untuk
menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak
akan diberitanukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam
memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai
perpajakan daerah tidak re gu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasai 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3
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